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ABSTRAK 

Latar belakang dalam permasalahan skripsi ini adalah dalam membuat surat rapid test 

ada syarat ketentuan yang berlaku, salah satu syarat tersebut: pertama, menghubungi fasilitas 

kesehatan yang terdekat kedua, melakukan pendaftaran baik secara online ataupun offline 

ketiga, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan dank empat, mengambil hasil da 

nada batasan berlakunya surat rapid test, ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan 

dari pembuatan surat rapid test tersebut. Dari sinilah munculnya rumusan masalah sebagai 

berikut: 1) Bagaimanakah Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? 2) Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 ( Covid-

19)?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan library research 

(studi kepustakaan). Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang 

diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah 

diolah dan diperoleh dari bahan pustaka, kemudian pembahasan dikumpulkan, dicatat, dan 

diuraikan dengan cara berfikir deduktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum 

ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Sanksi bagi 

pelaku pemalsuan durat rapid test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijerat dan 

diancam dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat berupa ancaman penjara 6 

(enam) tahun, dan pasal 268 ayat (1) KUHP berupa ancaman penjra 4 (empat) tahun. Tindak 

pidana pemalsuan surat rapid test bila dilihat dari segi unsur tindak pidana subjektif itu 

termasuk dalam jenis dolus (kesengajaan), sedangkan dari segi objektif itu termasuk sifat 

yang melawan hukum atau wederrechttelijkheid. 2) Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap  

tindak pidana pemalsuan surat rapid test corona virus disease 2019 (Covid-19), dikategorikan 

berbuat dusta (Al-Kidzb) jika dilihat dari jenis tindak pidana Islam pemalsuan surat rapid test 

ini termasuk hukuman takzir. Sedangkan ta'zir menurut istilah adalah hukuman-hukuman 

yang ditentukan hukumannya dan tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan 

diserahkan kepada penguasa atau Ulil Amri dan Ijtihad Hakim. maka hukuman yang 

diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat rapid test ini adalah jarimah ta'zir. 

 

Kata Kunci: Pemalsuan Surat, Rapid Test Corona Virus, Ta’zir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan  pedoman 

transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 

Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama 
Penulisan 

Huruf Kapital Huruf Kecil 

 Alif Tidak dilambangkan ا

 Ba B B ب

 Ta T T خ

 Tsa TS Ts ث

 Jim J J ج

 Ha Ḥ ḥ ح

 Kha Kh Kh خ

 Dal D D د

 Dzal Dz Dz ذ

 Ra R R ز

 Zai Z Z ش

 Sin S S ض

 Syin Sy Sy غ

 Sad Sh Sh ص

 Dlod Dl Dl ض

 Tho Th Th ط

 Zho Zh Zh ظ

 „ „ Ain„ ع

 Gain Gh Gh غ

 Fa F F ف

 Qaf Q Q ق

 Kaf K K ك

 Lam L L ل

 Mim M M و

 Nun N N ن

 Waw W W و

 Ha H H ه

 ` ` Hamzah ء

 Ya Y Y ي

 Ta (Marbutoh) T T ج

 

2. Vokal  



Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat. 

      Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

هَ  Fathah A ا َ  م 

هَ  Kasrah I ا َ  م 

ف عَ  Dhammah U ا َ  ز 

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf. Contoh: 

Tanda Nama Latin Contoh 

ٍ فَ  Fathah dan ya Ai وًً  ك 

لَ  Fathah dan waw Au ت ىَ  ى   ح 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:  

Tanda Nama Latin Contoh Ditulis 

 ماَ/

 مى

Fathah dan alif atau 

fathah dan alif yang 

menggunakan huruf ya 

Ā/ā /َ اخ   م 

ى م   ز 

Māta/Ram

ā 

ٍ مَ  Kasrah dan ya Ī/ī ىً  Qīla ق 

ىَ  خَ  Dhammah dan waw Ū/ū م  ى   Yamūtu ٌ م 

 

4. Ta’ Marbutah  

Transliterasi untuk Ta‟ Marbutah dijelaskan sebagai berikut: 

a. Ta‟ Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasroh dan dlammah, maka 

transliterasinya adalah ṯ. 

b. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah h. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al 

serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh:   

ف الَ  الْ  ط  حَ  ض  و   Raudlatul athfāl ز 

ج َ ز  ى ى  ان م  ٌ ى حَ  د   al-Madīnah al-munawwarah ا ن م 

ٌ ىٍ  ح َ َ اند   ظ حَ  د ز   Al-Madrasah ad-Dīniyah ا ن م 

 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang 

bertanda syaddah tersebut. Misalnya:  

 

تَّى ا  Rabbanā ز 

لَ   Nazzala و صَّ

 Al-Birr ا ن ث سَ 



جَ   Al-Hajj ا ن ح 

 

6. Kata Sandang al  

a. Diikuti oleh Huruf as-Syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan 

huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:    

ٍ  د َ  As-Sayyidu ا نعَّ

مَ  ج   Ar-Rajulu ا نسَّ

ابَ   At-Tawwabu ا نتَّىَّ

طَ   As-Syams ا نشَّم 

 

b. Diikuti oleh Huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-

aturan bunyinya. Contoh: 

لا لَ   Al-Jalāl ا ن ج 

ت ابَ   Al-Kitāb ا ن ك 

ٌ عَ   Al-Badi’ū ا ن ث د 

سَ   Al-Qamaru ا ن ق م 

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah. 

7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.َNamun hal ini hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak 

dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  ر و   Ta `khuzūna ت أ خ 

د اءَ   Asy-syuhadā`u انش ه 

خَ  س    Umirtu أ م 

ا َت ه   Fa`tībihā ف أ خ 

8. Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di 

dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata 

seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.  

Contoh: 

Arab Semestinya Cara Transliterasi 

ٍ مَ  ف ىاَان ك  أ و   Wa aufū al-kaila Wa auful-kaila و 

 َ للّٰه َو  ه ىَانىَّاض  ع   Wa lillāhi ‘alā al-nās Wa lillāhi ‘alannās 

ظ حَ  د ز  َان م   ً َف  ض  -Yadrusu fī al ٌ د ز 

madrasah 

Yadrusu fil-

madrasah 

 

9. Huruf Kapital  

 Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia 

(EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama 



tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:  

Kedudukan Arab Tranliterasi 

Awal kalimat َ َو ف ع ه ف  َع س  ه   Man ‘arafa nafsahu م 

Nama diri  َل ظ ى  َز  دٌَا لَّْ مَّ ح  اَم  م   Wa mā Muhammadun و 

illā rasūl 

Nama tempat َ ج ز  ى ىَّ ان م  ٌ ى حَ  د  َان م  ه  -Minal-Madīnaṯil م 

Munawwarah 

Nama bulan  َان ض  م  َز  س   Ilā syahri Ramadāna ا ن ىَش ه 

Nama diri 

didahului al 

ى َانشَّاف ع   Zahaba as-Syāfi’ī ذ ه ة 

Nama tempat 

didahului al 

كَّح َ َان م  ه  َم  ع  ج   Raja’a min al-Makkah ز 

 

10. Penulisan Kata Allah 

  Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri 

sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.  

Contoh: 

اللّه َ  Wallāhu و 

َاللّه َ ه   Minallāhi م 

َاللّه َ  ً  Fillāhi ف 

ه َ  Lillāhi للّٰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGATAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) 

adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan karena infeksi virus 

ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, 

infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 

Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir 

kesemua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, hal tersebut membuat 

beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka 

mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.
1
 

Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan bahwa 

Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. New normal adalah 

skenario untuk mempercepat penanganan virus corona dalam aspek kesehatan dan sosial-

ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan 

scenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.
2
  

Oleh karena itu pemerintah dari berbagai kementrian/lembaga menyiapkan protokol 

kesehatan untuk memulai tatanan normal baru atau new normal ditengah pandemi virus 

corona. Selain itu Kemenkes menegaskan adanya rapid test bagi masyarakat yang ingin 

melakukan bepergian untuk pelaku perjalanan dengan tujuan pengawasan perjalanan dalam 

negeri atau domestic dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Terbitnya surat 

edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan 

terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di Bandar udara dan pelabuhan, pengawasan oleh 

dinas kesehatan daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta panduan bagi 

lintas sector terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan 

aman dari penularan virus corona.
3
 

                                                           
1
 Alodokter, Virus Corona, Https://www.alodokter.com/virus-corona, Dikutip pada tanggal 17 Oktober 

2020, Pukul 8.44 WIB. 
2
 Tirto.id, Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya, Https://tirto.id/apa-itu-new-normal-
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Pemerintah Indonesia melaksanakan rapid test atau tes cepat secara masal untuk 

pemeriksaan imuniglobulin sebagai screening awal. Rapid test ini dilakukan untuk mencegah 

penyebaran virus corona Covid-19. Metode pemeriksaan corona virus ini ada beberapa 

macam, dilihat dari sensitifitasnya. Untuk virus ini paling sensitif adalah pemeriksaan dengan 

metode molekuler yaitu menggunakan Polymerase Chain Reaction (PCR). Tes PCR bekerja 

dengan mendeteksi bahan genetik di dalam virus tergantung pada jenis PCR yang ada dan 

deteksi cepat inilah yang dapat mengurangi jumlah pasien covid-19. Rapid test ini dapat 

membantu petugas kesehatan, meski begitu para ahli juga memperingatkan tes ini 

kemungkinan akan kurang akurat daripada tes PCR berbasis laboratorium karena rapid test 

mencari antibodi, bukanvirus itu sendiri. Oleh karena itu jika saat rapid test ditemukan gejala 

covid-19, maka tetap harus dilakukan konfirmasi dengan menggunakan PCR. Pemeriksaan 

rapid test ini adalah dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat apakah dirinya tertular atau 

tidak, ini beberapa langkah yang harus dilakukan secara terus menerus simultan dan inilah 

yang menjadi upaya dalam pengendalian penyakit Covid-19.
4
 

Setelah dilakukannya rapid test atau tes cepat dengan berbagai metode seperti rapid 

test antigen, rapid test antibody dan PCR, dari pemeriksaan tersebut dikeluarkan surat rapid 

test. Dengan adanya surat rapid test seseorang bisa menggunakannya untuk berpergian 

dengan ketentuan yang sudah berlaku didalam surat rapid test tersebut, biasanya ada batasan 

berlakunya surat rapid test tersebut salah satunya dibatasi hari berlakunya surat rapid test 

tersebut. Dan untuk membuat surat rapid test tersebut ada syarat ketentuan yang berlaku, 

salah satu syarat untuk membuat surat rapid test tersebut: pertama, menghubungi fasilitas 

kesehatan yang terdekat kedua, melakukan perdaftaran baik secara online ataupun offline 

ketiga, melakukan pembayaran dan pemeriksaan kesehatan dan keempat, mengambil hasil 

dan ada batasan berlakunya surat rapid test tersebut.  Namun demikian, tidak semua orang 

mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membuat surat rapid test, karena 

kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari tim gugus tugas covid-19 dan aparat 

yang terkait dalam pencegahan penularan virus corona. Dan banyaknya permintaan untuk 

membuat surat rapid test, terkadang ada oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dari 

pembuatan surat rapid test tersebut. 

Seperti kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan kronologi 

“seseorang memalsukan surat rapid test karena ingin pergi ke Bangka dari Kota Palembang”. 
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Enam orang laki-laki dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang masuk melalui 

Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok diamankan Tim GTPPC Bangka Barat lantaran 

menggunakan surat keterangan Rapid test palsu, Rabu (1/7/2020) sekitar pukul 16.30 WIB. 

Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah dalam Konferensi Pers membenarkan keenam 

orang penumpang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Kalian menggunakan surat keterangan 

rapid test palsu.
5
  

Kasus pemalsuan surat rapid test juga terdapat dipulau jawa yaitu terhadap tersangka 

Aditya Dories Pratama seorang pelaksana lapangan proyek pembangunan hotel Kalimantan 

tengah pada Rabu (14/10/2020), aditya membantu delapan pekerjanya yang pulang ke pulau 

jawa dengan memalsukan surat keterangan hasil rapid test Covid-19. Modus yang digunakan 

adalah dengan memindai dan menyunting selembar surat keterangan rapid test asli yang 

diterbitkan sebuah laboratorium kesehatan di pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah 

selesai, hasil editan tersebut dicetak sebanyak delapan lembar di Bali Indah Photo Pangkalan 

Bun.
6
 

Kemudian kasus pemalsuan surat rapid test lainnya terjadi di Kalimantan tengah yang 

hendak pergi ke Surabaya. Dikutip dari kompas.com Kepolisian Resor Kotawaringin Timut 

(Kotim), Kalimantan Tengah, menangkap tiga pria berinisial MM, MAK, dan SY karena 

diduga memalsukan surat hasil test cepat untuk mendeteksi Covid-19. Saat itu petugas dari 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit dan petugas keamanan bandara mengonfirmasi ada dua 

calon penumpang yang akan berangkat ke Surabaya, akan tetapi menggunakan surat hasil 

pemeriksaan cepat yang tidak lazim. Saat diperiksa, pada lembaran pertama surat keterangan 

hasil tes cepat itu bertuliskan hasil pemeriksaan antigen sedangkan pada lampiran bertuliskan 

pemeriksaan antibodi, atas kecurigaan itu kedua calon penumpang itu dimintai keterangan. 

Petugas akhirnya bisa menyimpulkan bahwa, surat yang dibawa kedua calon penumpang itu 

adalah tidak valid atau palsu. MM dilaporkan dan kasusnya ditangani oleh Polres 

Kotawaringin Timut. MM diperiksa secara intensif sedangkan istrinya terbukti tidak 

mengetahui tindakan sang suami (MM), Hasil pengembangan, penyidik menangkap dua pria 

lagi yaitu MAK dan SY. Ketiga tersangka yaitu MM, MAK dan SY mengakui mereka 
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membuat surat palsu hasil rapid test secara bersama-sama dengan berbagi peran, ada yang 

mengedit hasil pemindaian, membuat stempel palsu serta meniru tanda tangan pihak klinik.
7
 

Berdasarkan contoh kasus yang dipaparkan diatas, perbuatan memalsukan surat 

merupakan perbuatan dusta (bohong). Karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut 

terdapat perbuatan dusta yakni memalsukan atau memanipulasi hasil surat rapid test. Di 

dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat 

dusta (Al-Kidzb). Al-Kidzb dapat dipahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Dalam surat al-Nahl 

ayat 116 Allah mengingatkan : 

لَا  ِ الْكاذِباَۗ اىِا وا تافْتارُوْا عالاى اللّٰه امٌ لِّ را هٰذاا حا لٰلٌ وا ا تاصِفُ االْسٌِاتكُُنُ الْكاذِبا هٰذاا حا الاذِيْيا يافْتارُوْىا عالاى  تاقىُْلىُْا لِوا

ِ الْكاذِبا لَا يفُْلِحُىْىاَۗ   اللّٰه

 
Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu 

secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah 

beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116 ).
8
  

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak 

benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah 

benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan 

pemalsuan merupakan suatau jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: 

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan 

penipuan. 

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan 

Negara/ ketertiban masyarakat.
9
 

 Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan surat terhadap salah satu bentuk 

tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP). Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 sampai 268 

Kitab Undang-Undnag Hukum pidana (KUHP) yang terdapat tujuh (7) perbedaan menjadi 

macam-macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu: 

a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk,pokok,pemalsuan surat 

b. Pemalsuan surat yang diperberat 

c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik 

d. Pemalsuan surat-surat keterangan kedokteran 
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e. Pemalsuan surat-surat tertentu 

f. Pemalsuan surat keterangan pejabatan tentang hak milik 

g. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.
10

 

 Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya 

palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, membuat surat 

palsu ini dapat berupa: 

1.)  Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan 

dengan kebenaran (intellectual valschheid) 

2.) Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. 

Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan material (materiele 

valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si 

pembuat surat.
11

 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan 

menelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, dapat 

dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:  

1. Bagaimanakah Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) ? 

2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 

Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  

2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 

Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  

D. Kegunaan penelitian  

Adapun Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik manfaat secara teoritis maupun 

manfaat secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 
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Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut yang pada gilirannya 

akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana 

khususnya mengenai sanksi bagi pelaku pemalsuan surat rapid test Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) terhadap pasal 263 & 268 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan 

surat. 

2. Secara praktis  

a) Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama pemerintah atau para 

pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tindak 

pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum 

kepidanaan khususnya Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

b) Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah 

wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait dengan permasalahan yang diteliti 

dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari 

dan memahami ilmu hukum, khususnya dalam Pemalsuan Surat Rapid Test Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu di antaranya berupa 

skripsi tentang masalah yeng berkaitan dengan : 

 Galih Prayogi,
12

 " Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) 

Presfektif Hukum Islam" Skripsi. Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta. 

Penelitian ini memfokuskan pada pemalsuan surat yang pada (pasal 263 ayat (1) KUHP) 

dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai jarimah. Hal ini berdasarkan kenyataan 

bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang dilarang oleh syara dan dapat merusak atau 

merugikan kehidupan baik individu, masyarakat maupun Negera. 

Ahmad Ari Fatullah,
13

 "penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan 

Surat (Studi Kasus Pututsan MK 112/PAN.MK./2009)" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Raden Fatah Palembang. penelitian ini memfokuskan pada pandangan terhadap tindak 

pidana pemalsuan surat dari segi Hukum Pidana Islam termasuk suatu tindak kejahatan atau 

jarimah. menurut hukum positif perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum 
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yang berdasarkan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan 

pasal 263 ayat 1 KUHP. 

Dwi Rizky Saputra,
14

 "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu 

Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

1619/pid.sus/2015/PN.Mdn)" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

pemalsuan kartu tanda penduduk adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya 

teknologi dalam meniru kartu tanda penduduk asli. 

F. Metode Penelitian  

 Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan 

pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan luas.  

1. Jenis Penelitian 

Dalam rangka pendekatan pada objek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka 

penelitian ini bersifat penelitian pustaka (Library resarch). jenis penelitian ini Library 

research yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan 

hasil dari para peneliti terdahulu. menurut Soejono Soekamto, library research adalah buku, 

jurnal, kamus, peraturan perundangan-undangan, pustaka hakim, dikumpulkan dan dikaji 

guna menentukan relevasinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.
15

 

2. Jenis Data Penelitian  

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam  Kitab 

Undang-Undang Hukum  Pidana( KUHP) serta norma-norma yang hidup dan berkembang di 

masyarakat.
16

 

3. Sumber Hukum 

Jenis data dalam penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu jenis data yang berupa 

pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan 

dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap  Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test 
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Corono Virus Disease 2019 (COVID-19). sumber data yang diambil dalam penelitan ini 

adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu:
17

 

a. Bahan Hukum Primer  

1. Hukum Islam: Al-Qur‟an dan Hadist 

2. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 

3. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dan KUHP 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum Primer, seperti 

hasil-hasil penelitian, karya dari kalang-an ahli hukum dan seterusnya, minsalnya Buku-buku, 

Skripsi, Jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemalsuan. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum 

Primer dan bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 

Dokumen, yakni pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, meneli dengan cara 

membaca, memcatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  

Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Jurnal, Website, dan 

Sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

5. Teknik Analisis Data  

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan 

terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data 

yang ada pokok masalah. kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif, yaitu 

menarik simpulan dari peryataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat 

dimengerti dan dipahami dengan mudah. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan 

sistematika dari penulisan. Adapun penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut : 

BAB I    : PENDAHULUAN  
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Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian dan diakhiri dengan 

penutup. 

BAB II   :     TINJAUAN UMUM  

Bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan surat, 

tindak pemalsuan surat secara hukum positif dan hukum pidana islam, definisi 

tindak pidana dan tindak pidana pemalsuan surat rapid test, dasar hukum dan 

larangan tindak pidana pemalsuan surat rapid test. 

BAB III   : PEMBAHASAN  

Bab ini mengemukakan pembahasan tentang pasal 263-268 KUHP (kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) yang meliputi Bagaimanakah Sanksi Terhadap 

Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19, Bagaimanakah Perspektif Hukum 

Pidana Islam terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Covid-19. 

BAB IV   :   PENUTUP  

Pada bab ini penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi 

yang diberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Serta saran yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam 

pembenahan dan perbaikan. 

 

 

 

 


